WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 78 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan
program/kegiatan satuan kerja perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, maka perlu
dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja pada masing-masing satuan kerja perangkat
daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pasuruan;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan peundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang
Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah,
Pengawas dan Penilik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 /PMK.07 /2008,
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Investasi Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun
2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010-2015;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012;

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011
tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Pasuruan;

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 78 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 78 TAHUN
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan
Nomor 78 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
(Berita Daerah Kota Pasuruan 2011, tanggal 28 Desember
2011, Nomor 73) diubah sebagai berikut :

1.

Di antara ketentuan pasal 3 dan pasal 4 disisipkan 1
(satu) Pasal baru, yakni pasal 3A yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 3 A

(1) Guna kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan, pada masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) dapat melakukan
perubahan dan atau pergeseran anggaran.

(2) Perubahan dan atau Pergeseran Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(3) Perubahan dan atau Pergeseran Anggaran
program dan kegiatan pada SKPD sebagaimana
dimaksud ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 3A ayat (3) merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam
Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran (DPA) dan  Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan.



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Mei 2012
WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI
Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 1 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2012 NOMOR 32

Salinan
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

MIMIN D. JUSUF, Bc Hk

Pembina
NIP. 195703245 198503 2 002




